
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang 

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. 

 Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, keuangan 

negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (UU no. 15 tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).  

 Dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan sangat 

rentan terjadinya kecurangan atau istilahnya fraud. Menurut Amin Widjaja 

Tunggal (2016:1), kecurangan atau fraud didefinisikan sebagai konsep legal yang 

luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang 

dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain, dalam konteks 

audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan 

keuangan yang disengaja. Contoh fraud menurut Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE) adalah kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan 

wewenang, korupsi, pemerasan, dan penyuapan. 



 

 

 Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari fraud 

pemerintah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sunguh-sungguh, 

penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (UU no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). 

 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang 

bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU 

no. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Ini sesuai dengan 

pengertian BPK pada UUD pasal 23 E ayat (1) yang berbunyi “untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan 

pemeriksa keuangan yang bebas dan murni”. 

 Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan 

objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (UU no. 

15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 6 ayat 5). Berarti salah 

satu peran BPK yaitu mengungkap temuan-temuan fraud dan menelusuri 

kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang berpotensi menyebabkan kerugian 

negara yang mengacu kepada standar pemeriksaan keuangan negara. 

 Menurut standar pemeriksaan keuangan negara jenis pemeriksaan yang 

dilakukan oleh BPK meliputi :  

1. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini 



 

 

dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat 

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah 

2. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta 

pemeriksaan aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan 

manajemen oleh aparat pengawas intern pemerintah 

3. Pemeriksaan dengan tujuan khusus adalah pemeriksaan yang tidak 

termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, 

 pemeriksaan dengan tujuan khusus meliputi pemeriksaan di bidang 

keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem 

pengendalian intern pemerintah. 

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi 

Sumatera Barat yang berdiri tahun 2004, yang rentan akan terjadinya kecurangan 

atau temuan-temuan dan dapat menyebabkan kerugian daerah di Kabupaten Solok 

Selatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga perwakilan 

Badan Pemeriksa Keuangan di tingkat Kabupaten yang berperan dalam 

pengawasan keuangan maupun intern pemerintah daerahnya sesuai dengan UU 

no. 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 3 ayat 2 yang menyatakan BPK memiliki 

perwakilan di setiap provinsi. Oleh sebab itu Inspektorat Daerah Kabupaten Solok 

Selatan harus bekerja dengan baik dan dapat mengatasi/mengungkap fraud yang 

terjadi di Kabupaten Solok Selatan. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam 

lagi tentang pemeriksaan dengan tujuan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat 



 

 

Daerah Kabupaten Solok Selatan. Untuk lebih lanjut tentang masalah diatas maka 

penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul : “PROSEDUR 

AUDIT KHUSUS OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN 

SOLOK SELATAN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah : 

1. Bagaimana prosedur audit khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Daerah Kabupaten Solok Selatan ? 

2. Apakah prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) maupun peraturan perundang-undangan terkait? 

 

1.3 Tujuan Magang 

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh 

mahasiswa/mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas 

Andalas, adapun tujuan magang yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur audit khusus yang diterapkan oleh Inspektorat 

Daerah kabupaten Solok Selatan. 

2. Mengetahui apakah prosedur audit khusus yang diterapkan telah sesuai 

dengan SOP atau peraturan perundang-undangan terkait atau belum. 

1.4 Manfaat Magang 

Bagi penulis adalah : 



 

 

1. Bagi penulis laporan ini dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai 

prosedur audit khusus. 

2. Dapat menjadikan perbandingan antara teori yang diperoleh dengan yang 

terjadi dilapangan dalam pelaksanaan prosedur audit khusus. 

Bagi Instansi adalah : 

 Menambah data dan khasanah keilmuan mengenai prosedur audit khusus. 

Bagi pembaca adalah : 

 Laporan ini tentunya dapat menjadi referensi untuk mendapatkan 

informasi mengenai prosedur audit khusus di kabupaten Solok Selatan. 

 

1.5  Metodologi Penulisan 

 Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yang dijadikan 

sarana dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan. 

Metode yang digunakan adalah : 

1. Penelitian Lapangan 

 Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke 

instansi terkait guna mendapatkan data yang diperlukan, serta mempelajari 

dan menganalisa data yang berkaitan dengan objek penulisan. Metode ini 

dilakukan dengan melaksanakan magang di Inspektorat Daerah kabupaten 

Solok Selatan. 

2. Penelitian Kepustakaan 

 Penulisan Laporan ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan 

audit khusus atau pemeriksaan dengan tujuan khusus sesuai dengan pokok 



 

 

pembahasan pada laporan magang ini. Yang nantinya bertujuan untuk 

landasan teori sebagai dasar pemahaman yang akan digunakan untuk 

menganalisa masalah yang terkait dengan laporan Tugas Akhir. 

3. Pencarian Data Melalui Internet 

 Pencarian data melalui internet ini bertujuan supaya menambah bahan-

bahan pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam laporan Tugas Akhir ini. 

Dengan mengunjungi website yang berkitan dengan pokok pembahasan 

nantinya akan dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi 

data yang dibutuhkan. 

 

1.6 Tempat Waktu dan Kegiatan Magang 

 Kegiatan magang dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Solok 

Selatan  selama 40 hari kerja. 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan Laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan urutan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan magang, manfaat magang, metedologi penulisan, tempat 

waktu dan kegitan magang serta sistematika penulisan. 

 

 



 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang konsep dasar audit yang terdiri dari : 

pengertian audit, pengertian audit khusus, prinsip-prinsip audit khusus, 

jenis-jenis audit khusus, standar pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut 

audit khusus, sumber informasi dungaan tindakan kecurangan, jenis bukti 

audit khusus, dan hasil audit khusus. 

 

BAB III : GAMBARAN UMUM  

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai kabupaten 

Solok Selatan, gambaran umum mengenai Inspektorat Daerah kabupaten 

Solok Selatan, visi dan misi, struktur organisasi serta ruang lingkup 

kegiatan instansi terkait. 

 

BAB IV : PROSEDUR AUDIT KHUSUS OLEH INSPEKTORAT 

DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN 

Bab ini penulis menjelaskan tentang prosedur audit khusus berdasarkan 

teori dari literatur terkait serta prosedur audit khusus yang dilaksanakan di 

Inspektorat Daerah  Kabupaten Solok Selatan. 

 

BAB V : PENUTUP 

pada bab ini penulis mengambil beberapa pokok-pokok yang dapat 

dijadikan sebagai pelajaran atau masukan yang dituangan kedalam 

kesimpulan. 


